
UNDANG-UNDANG  REPUBLIK INDONESIA 

                                         NOMOR  13 TAHUN  2010  

TENTANG 

HORTIKULTURA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang    :   a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah 
anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk 
dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia 
sebagaimana  diamanatkan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati 
merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam 
Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan 
bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang 
bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan 
dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan;  

c. bahwa peraturan perundang-undangan  yang ada 
belum dapat  memberikan kepastian hukum dalam  
pengembangan hortikultura sesuai dengan 
perkembangan dan tuntutan dalam masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Hortikultura; 

Mengingat     :   Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA 

 

                     MEMUTUSKAN . . . 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    :   UNDANG-UNDANG TENTANG HORTIKULTURA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan 
buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, 
termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air 
yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, 
dan/atau bahan estetika. 

2. Usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk 
menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa 
yang berkaitan dengan hortikultura. 

3. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang 
menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, 
florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan 
tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan 
obat nabati, dan/atau bahan estetika. 

4. Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal 
dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang 
telah diolah. 

5. Jasa hortikultura adalah kegiatan berupa usaha dan 
pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya dari hortikultura dapat dinikmati. 

6. Pewilayahan hortikultura adalah penetapan wilayah 
untuk pengembangan usaha hortikultura dengan 
memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah 
yang ada.  

7. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran-
usaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat 
tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun 
faktor infrastruktur fisik buatan. 

8. Unit usaha budidaya hortikultura adalah satuan lahan 
tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan 
tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media 
tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan 
bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
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9. Sumber daya genetik hortikultura adalah bahan dari 
tanaman hortikultura yang mengandung unit-unit 
fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata 
ataupun potensial. 

10. Prasarana hortikultura adalah segala sesuatu yang 
menjadi penunjang utama usaha hortikultura. 

11. Sarana hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat 
digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang 
dibutuhkan dalam usaha hortikultura. 

12. Benih hortikultura, yang selanjutnya disebut benih, 
adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang 
digunakan untuk memperbanyak dan/atau 
mengembangbiakkan tanaman hortikultura. 

13. Organisme pengganggu tumbuhan, selanjutnya disebut 
OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, 
mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian 
tumbuhan. 

14. Bahan pengendali OPT adalah bahan kimia sintetik, 
bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan 
bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan 
OPT dalam usaha hortikultura. 

15. Pemuliaan tanaman hortikultura, selanjutnya disebut 
pemuliaan, adalah rangkaian kegiatan untuk 
mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas 
tanaman hortikultura yang sudah ada atau 
menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman 
hortikultura baru yang lebih baik. 

16. Varietas tanaman hortikultura adalah bagian dari suatu 
jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk 
tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan 
sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang 
sama. 

17. Perlindungan varietas tanaman hortikultura adalah 
perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal 
ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya 
dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, 
terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh 
pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. 

18. Wisata agro berbasis hortikultura, selanjutnya disebut 
wisata agro, adalah kegiatan pengembangan kawasan 
atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik 
secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan 
wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain. 

              19. Distribusi  . . . 
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19. Distribusi hortikultura, selanjutnya disebut distribusi, 
adalah kegiatan penyaluran, pembagian, dan 
pengiriman produk hortikultura dari  tempat produksi 
sampai di pasar dan/atau konsumen. 

20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada 
pelaku usaha, produk, proses, dan usaha hortikultura. 

21. Akreditasi adalah proses pengakuan akan kompetensi 
suatu badan atau lembaga untuk melakukan 
sertifikasi. 

22. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha 
atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, 
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan 
antarpelaku usaha. 

23. Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik, 
kimiawi, dan biologis bahan komoditas hortikultura 
menjadi suatu bentuk produk turunan. 

24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, 
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 
berbadan hukum. 

25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan 
yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun 
tidak berbadan hukum. 

26. Pelaku usaha hortikultura, selanjutnya disebut pelaku 
usaha, adalah petani, organisasi petani, orang-
perseorangan lainnya, atau perusahaan yang 
melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan 
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. 

27. Petani hortikultura, yang selanjutnya disebut petani, 
adalah perorangan warga negara Indonesia beserta 
keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya 
hortikultura. 

28. Penyuluh hortikultura, yang selanjutnya disebut 
penyuluh, adalah perorangan warga negara Indonesia 
yang melakukan kegiatan penyuluhan. 

29. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

          30. Pemerintah  . . . 
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30. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, 
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

31. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang hortikultura. 

 

BAB II 

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN 

 
Pasal 2 

Penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas: 

a. kedaulatan; 

b. kemandirian; 

c. kebermanfaatan; 

d. keterpaduan; 

e. kebersamaan; 

f. keterbukaan; 

g. keberlanjutan;  

h. efisiensi berkeadilan; 

i. kelestarian fungsi lingkungan; dan  

j. kearifan lokal. 

 

Pasal 3 

Penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk: 

a. mengelola dan mengembangkan sumber daya 
hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan 
lestari; 

b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan 
budaya masyarakat terhadap produk dan jasa 
hortikultura; 

c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai 
tambah, daya saing, dan pangsa pasar; 

d. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa 
hortikultura; 

e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; 

        f. memberikan  . . . 
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